LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT |II KULON PROGO

NOMOR: 3 TAHUN : 1998 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO

NOMOR:2 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TNGKAT Il KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sséh sumber
pendapatan Asli Daerah yang perlu terus digali atau
ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan
penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan Daerah
guna mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis
dan bertanggung jawab;

b. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pajak Pembangunan | yang telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon

Mengingat

o 1.

Progo Nomor 13 Tahun 1994 disusun berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Drt.Tahun
1957, dimana Pajak Pembangunan | diubah menjadi
Pajak Hotel dan Restoran, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Kulon Progo Nomor 5

Tahun 1975 perlu ditinjau untuk diatur kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebu
di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon Progo tentangaj
Hotel dan Restoran.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 195@ntang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik
Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten
dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun
1951 Nomor 101) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3684);



4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan IDaera
Perubahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak
Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon
Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Kulon Progo (Lembaran Daerah
Tahun 1987 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daesdtupaten Daerah
Tingkat 1l Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT 1I' KULON PROGO TENTANG PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Kulon
Progo;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Kulon Progo;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat |
Kulon Progo;

d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan pergnda
undangan yang berlaku;

e. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi
orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh
pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungu
bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu
dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuadtuk
pertokoan dan perkantoran;

f. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap
makanan dan atau minuman yang disediakan dengan
dipungut bayaran tidak termasuk jasa boga ataingetr

g. Pengusaha Hotel dan Restoran adalah perorangan atau
badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan mestora
untuk dan atas namanya sendiri atau untuk damataa
pihak lain yang menjadi tanggungannya;

h. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disedyakP
adalah Pungutan Daerah atas pelayanan Hotel dan
Restoran sebagai iuran wajib yang dilakukan olemgr
pribadi atau badan hukum kepada Daerah tanpa imbala
langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peratura
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan



untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Daerah;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak
yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong paja
tertentu;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah denga
nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan,
perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana PensiunuBent
Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;

. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamany
sama dengan 1 (satu) bulan takwim kecuali ditemtuka
lain;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai da
penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retripasg
tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atauusetri
kepada Wajib Pajak atau wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya,;

. Pajak yang tertuang adalah pajak yang harus dibayar
oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah;

. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerhh Ni
atau Surat Tagihan Pajak Daerah;

. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan at

keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daeradt, Su
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapa
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nih
atau terhadap pemotongan atas pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan Perpajakan Daerah;

. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya digingk

SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk melakukan pembayaraan atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat laig yan
ditetapkan oleh kepala Daerah,;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnyagtisin
SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terutang ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat kepurtusa
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaraan
pokok pajak, besarnya sanksi adminitrasi dan jumlah
yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlak paja
yang telah ditetapkan;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaraan pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajakgy
terutang atau tidak seharusnya terutang;



V.

(1)

(@)

3)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak tergitdan
tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya diaingk
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanki administrasi berupa bunga dan atau gdenda
Banding adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan
pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam
peraturan  perundang-undangan perpajakan  yang
bersangkutan;

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dikakuk
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnysedisg
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan buktigyan
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dkuhg
perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkany

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut pajak
atas setiap pelayanan hotel dan restoran.

Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan
dengan pembayaran di hotel dan restoran.

Obyek Pajak sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasa

ini meliputi:

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka
pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage),
motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel),
losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost
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dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih
menyidiakan fasilitas seperti rumah penginapan;

b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimil,
teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksn da
pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola
hotel;

c. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat
kebugaraan (fithess center), kolam renang, tenis,
golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau
dikelola hotel;

d. Jasa persewaan ruangan untuk acara atau pertemuan
di hotel;

e. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat
yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a.

b.
C.

Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas
tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengaelho
Pelayanan tinggal di Asrama dan pesantren;

Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakanotklh
yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan
pembayaraan;

Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang aipak
oleh umum di hotel;

Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggaralen ol
hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;

Pelayanan jasa boga/katering.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribad

atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan
hotel dan atau restoran.



(2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusale hot
dan atau restoran.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang
dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

Pasal 6
Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh péusgra
BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarip sebagaimana dimaksud Pasal 6 denga
dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BABV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lama 1 (satianb
takwim.
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Pasal 9

Pajak terutang adalah masa pajak terjadi padgsétatanan
di hotel dan restoran.

Pasal 10
(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal inisharu
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda
tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya
15 (lima belas ) hari setelah berakhirnya masakpaja

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak Teyutan
dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana tersebut pada ayat (Bl Pas
ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktungal
lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebégar 2
(dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan mégaarbi
STPD.



Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagai

mana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakark unt
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat

terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan
a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a

Pasal ini diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak ataurigira
bayar, dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka
waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara
tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa hung
sebesar 2%(dua perseratus) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
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jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b

Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baaua
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenaka
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana tersebut pada ayat (2) hurusa Pa

ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutasagna
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajakk tida
terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam

SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut pada
ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak ada atgakpa
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditdamba
dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua
perseratus) sebulan.

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Waji
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempa

lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu



yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat laingy
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke K
Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana tersebut pada ayat (1)
dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunaka
SSPD.

Pasal 14
(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atas.lun

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam
kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana tersebut pada
ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara terdam
berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 (d
perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belaua at
kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai
batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan 2ftga
(dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yangnbel
atau kurang bayar.
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(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan
ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal
14 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran da
buku penerimaan pajak sebagaimana tersebut pada
ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

(1) Surat Teguran atau surat peringatan atau suralyéaig
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jateimpo
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggaats
teguran atau surat peringatan atau surat lain gejanis
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lairg yan
sejenis sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal in
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.



Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atatlaimra
yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ithitag
dengan Surat Paksa.

(2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat
Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu 9djak
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan ateai su
lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang dibayar tidak dilunasi dalam gjea
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuant Sura
Paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera rtlcarerb
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belugaj
melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuhani
sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melakaanak
Penyitaan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajuka
permintaan penetapan tanggal pelelangan kepadaoiKant
Lelang Negara.

Pasal 20
Setelah Kantor Pelelangan Negara menetapkan aaggal,
jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita

memberitahukan dengan segera secara tertulis k&gajla
Pajak.
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Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakantukn
pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkarKeledla
Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat:
a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT
atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliru
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dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak
yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau menghapuskan  sanksi
adminitrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak
yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan
STPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini,
harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
Kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang
jelas.

(3) Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi daasDin
Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana
tersebut pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudalisha
memberikan keputusan ;

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebaga@n
tersebut ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah tidak
memberikan  keputusan, permohonan, pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi dianggap
dikabulkan.
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BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya k& pad
Kepala Daerah atas suatu :
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana tersebut pada ayat
(1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertullanda
bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejaggal
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN
diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila WajigaRa
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak tlapa
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (du
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan kelmerat
sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini déeri
sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, &epal
Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana tersebut padél pyat
Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.



PASAL 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan kehera

(2) Pengajuan banding sebagaimana tersebut pada gyat (1
Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimakdachda
Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalaah Pa
25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (duaaerse
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)rbula

BAB XlI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib  Pajak dapat mengajukan  permohonan
pengembalian kelebihan pembayaraan pajak kepada
Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebut
sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.
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(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (du
belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut pada
ayat (2) Pasal ini dilampaui Kepala Daerah tidak
memberikan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama
1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tersebat pad
ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) selaksn a
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan
dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah-
bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.



BAB XI1I
KADALUWARSA
Pasal 29

(1) Hal untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa,
setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun tarigt
sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila \WRgjak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana tersethat pa
ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila:
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daeralat dap
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 )satu
tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kaligjam
pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidakrbena
sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
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atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah kpaja
yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampa
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutang
pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana d
bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat
sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, bange

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah;



. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah;

. Memeriksa  buku-buku, catatan-catatan  dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah;

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;

. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana pada huruf e;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan daerabh;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Melakukan  penghentian  penyidikan  setelah
mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya;

. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
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(3) Penyidik sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini,
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Reratu
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon Progo NoBo
Tahun 1975 tentang Pajak Pembangunan | dan Peratura
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Kulon Progo Nomo
13 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama PeratasatD
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon Progo Nomor 5 drah
1975 tentang Pajak Pembangunan | dinyatakan tide&hku

lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah in
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh #&epal
Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH KABUPATEN

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan DAERAH TINGKAT Il KULON PROGO
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo.
Ditetapkan di : Wates dr.R. SOESILO ATMODIREDJO
Pada tanggal : 28 Januari 1998 NIP. 140 055 754
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il KULON PROGO
TINGKAT Il KULON PROGO
Ketua
Caplttd
Capl/ttd
ADAM NURDJATI Drs. H. SURATIDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan.

Nomor : 973.34-779
Tanggal : 14 September 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon Progo.

Nomor 3 Seri A
Tanggal : 5 Oktober 1998
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO

NOMOR : 2 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
PENJELASAN UM UM

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapsla
Daerah yang perlu terus digali atau ditingkatkatukinmendukung
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan peorzangaerah
guna mewujudkan otonomi Daerah yang nyata, dinamén
bertanggungjawab.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kutoogo
Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pajak Pembangunan | t@aly diubah
untuk Pertama dengan Peraturan Daerah KabupateaatDaegkat Il
Kulon Progo Nomor 13 Tahun 1994 disusun berdasatkadang-
undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturarurd Pajak
Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun/ 199

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebaggganti Undang-
undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957, dimana Pajak Peguran |
diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran, maka @aratDaerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon Progo Nomor 5 rali975 perlu
ditinjau untuk diatur kembali.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-uniangor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeligentukan
bahwa Hotel dan Restoran merupakan jenis PajakabaBingkat I,
yang merupakan dari Pajak Pembangunan |, maka giatur kembali
untuk disesuaikan.
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1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
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Pasal 1
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

: Cukup jelas
: Cukup jelas

ayat (3) : Yangndiksud dengan :

Gubug Pariwisata (Cottage) adalah
suatu bangunan untuk kegiatan
usaha penginapan bagi wisatawan
dengan pembayaran harian.

Motel adalah jenis penginapan yang
dilengkapi dengan garasi atau
tempat parkir bagi orang-orang yang
menginap.

Wisma Pariwisata adalah suatu
bangunan untuk usaha penginapan
dengan memberikan fasilitas tempat
tinggal penuh ataupun musiman
dengan  memberikan  layanan-
layanan terbatas.

Pesanggrahan (hostel) adalah rumah
penginapan milik pemerintah.
Losmen adalah seluruh/sebagian
dari suatu bangunan untuk usaha
komersial pelayanan penginapan.
Rumah Penginapan adalah
bangunan yang menyediakan jasa
akomodasi untuk jangka waktu
lama, merupakan tempat tinggal
lengkap dengan dapur/ruang makan.
Rumah Kost adalah bangunan yang
terdiri dari beberapa kamar yang
disewakan untuk jangka waktu
tertentu (bukan harian) yang
menyediakan jasa catering atau
tidak.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 35 : Cukup jela



